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BAB |
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang

Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mengutamakan kepuasan pelanggan
atau pengguna layanan. Penilaian yang dilakukan terhadap pelayanan tersebut
merupakan tolak ukur berkembang tidaknya suatu instansi yang melaksanakan
pelayanan tersebut. Namun, terkadang komponen yang tergabung didalamnya
kurang bersinergis secara menyeluruh. Untuk itulah diperlukan perbaikan yang

signifikan untuk menjawan kebutuhan pelayanan yang ada.

Dalam memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah mengubah
paradigma para aparatur dari mau dilayani menjadi pelayan, karena fungsi utama
dari pemerintah adalah memberikan pelayanan, yang dicetuskan dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Salah satu upaya Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh seluruh elemen
pemerintahan yang baik dan bersih dengan merevisi Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan
Penerapan Standar Pelayanan kemudian menerbitkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon sebagai instansi / lembaga
pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik dalam urusan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Warga Negara Indonesia perlu
terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, karena keberhasilan
penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan
dimana penerima pelayanan akan merasa puas apabila penerima pelayanan
memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Oleh

sebab itu, survei ini juga merupakan opini publik terhadap layanan yang diberikan
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selama ini. Opini publik dimaksud disusun sampai dengan mendapatkan indeks

kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

1.2Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Adapun dasar hukum penilaian Survei Kepuasan Masyarakat adalah:

1.

1.3

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perbaikan
dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2017 tentang
Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003
tentang Pedoman Umum Penyelengaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017
tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 tahun 2004
tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118 tahun 2004
tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi
Pemerintah.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan Pengukuran Survei Kepuasaan Masyarakat pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon adalah

1.

Untuk mengetahui dan mempelajari kinerja pelayanan sehingga memperoleh
gambaran untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan
penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh
aparatur penyelenggara pelayanan publik.
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BAB Il
PENGUMPULAN DATA SKM
2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri oleh Tim Pelaksana
Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Tahun 2024.

2.2Metode Pengumpulan Data
Metode pelaksanaan SKM menggunakan alat bantu berupa kuesioner antara lain :

1. Penyebaran kuesioner manual pada masyarakat yang mengurus dokumen
administrasi kependudukan maupun pencatatan sipil baik pelajar /
mahasiswa, PNS / TNI / POLRI, Pegawai Swasta, Wiraswasta / Usahawan,
dan lain-lain di lingkungan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Ambon.

2. Penyebaran kuesioner berbasis online melalui brosur, pesan whatsapp.

Kuesioner meliputi 9 (sembilan) unsur pertanyaan yang mengacu Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan
suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Pelayanan Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya / Tarif Biaya / Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima
layanan dalam mengurus dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara
yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan
masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah
hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis
pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus
dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan
pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan
pelayanan.

8. Sarana dan Prasarana Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai
sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala
sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses



(usaha,pembangunan, proyek). Saranan digunakan untuk benda yng bergerak
(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

9. Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan Penanganan Pengaduan,
Sarana dana Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan
dan tindak lanjut.

2.3Lokasi Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan survei kepada masyarakat yang
mengurus dokumen administrasi kependudukan maupun pencatatan sipil baik
pelajar / mahasiswa, PNS / TNI / POLRI, Pegawai Swasta, Wiraswasta / Usahawan,
dan lain-lain di lingkungan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Ambon.

2.4Waktu Pelaksanaan SDM
Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu tertentu yaitu 6 bulan.
2.5Penentuan Jumlah Responden

Penentuan Sampel responden dalam pelaksanaan SKM pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menggunakan teknik Accidental Sampling.
Menurut Sugiyono (2009:85), Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel
berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen yang secara kebetulan/ incidental bertemu
dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang
kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.6 Metode Pengolahan Data

Setelah selesai pelaksanaan pembuatan kuesioner maka memasuki tahapan
pengolahan data. Tahapan yang dilakukan adalah

1. Receiving Baching, tahap ini meliputi penerimaan dokumen dan
pengelompokan dokumen berdasarkan unit pelayanan;

2. Uji Kualitas Data, uji ini dilakukan untuk mengetahui profil responden dan
kecenderungan jawaban yang diberikan sebagai bahan analisis objektifitas.
Data persepsi masyarakat dikompilasikan dengan data responden
berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan
pekerjaan;

3. Tahap penghitungan nilai Survei Kepuasan Masyarakat, yang melalui 3 (tiga)
tahapan, yaitu:

a. Nilai rata-rata perunsur kategori pelayanan;

b. Nilai rata-rata tertimbang dengan mengkalikan nilai rata-rata perunsur
kategori pelayanan dengan 0,11;

c. Nilai indeks layanan pada unit pelayanan dengan cara menjumlahkan 9
(sembilan) unsur kategori pelayanan dengan mengkalikan nilai dasar 25.

4| DISDUKCAPIL LAPORAN SKM



Nilai SKM dihitung dengaéanamangguhakbangai
T masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan
masyarakat terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur

pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata

T rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang = Jumlah Bobot =1 =0,1111
Jumlah Usur 9

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan nilai rata-rata
tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

SKM =Total dari nilai persepsi per unsurnilai penimbang
Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 7 100
maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25,
dengan rumus sebagai berikut:

IKM Unit Pelayanan x 25

Tabel. Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu
Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI NILAI
NILAI INTERVAL INTERVAL MUTU KINERJA UNIT
PERSEPSI KONVERSI PELAYANAN PELAYANAN
SKM
SKM
1 1,00-2,5996 25,00 - 64,99 D Tidak Baik
2 2,60-3,064 65,00-76,60 C Kurang Baik
3 3,0644-3,532 76,61-88,30 B Baik
4 3,5324-4,00 88,31-100,00 A Sangat Baik

Sumber : Permenpan Nomor 14 Tahun 2017
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BAB Il
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM
3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang
diperoleh yaitu sebanyak 150 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH PRESENTASI
1 | Jenis Kelamin Laki-Laki 73 48.67%
Perempuan 77 51.33%
2 | Pendidikan SD - ke bawah 5 3.33%
SMP/SLTP 13 8.67%
SMA/SLTA 97 64.67%
DIl 6 4%
S1 25 16.67%
s2 3 2%
S3 1 0.67%
3 Pekerjaan PNS 22 14.67%
TNI 10 6.67%
Polri 5 3.33%
Swasta 10 6.67%
Wirausaha 12 8%
Lainnya 91 60.67%
4 | Jenis Layanan Kartu Keluarga 33 22%
KTP 13 8.67%
KIA 9 6%
Biodata WNI 0 0%
SKPWNI Keluar 5 3.33%
SKPWNI Datang 5 3.33%
Akta Kelahiran 32 21.33%
Akta Perkawinan 9 6%
Akta Perceraian 3 2%
Akta Kematian 15 10%
Pengesahan Dokumen 13 8.67%
Surat Keterangan 4 2.67%
Rekomendasi Nikah 4 2.67%
Uang Duka 5 3.33%




3.2 Index Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh
hasil sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan

Ul U2 U3 U4 U5 U6 u7 us U9
IKM per unsur 3,460 | 3,587 | 3,547 | 4,000 | 3,597 | 3,740 | 3,460 | 3,147 | 3,800
Kategori B A A A A A B B A
IKM Unit Layanan 89,826 (A atau Sangat Baik)

IKM Per Unsur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Ambon

Tahun 2024
4,1
4
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2

Persyaratan Prosedur  Jangka Tarif Produk Kompetensi Perilaku  Sarpras Pengaduan

Waktu

Nilai Unsur Pelavanan
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BAB IV
ANALISIS HASIL SKM
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan
Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1 Nilai terendah diperoleh Sarana dan Prasarana yaitu 3,147.
9 Diikuti nilai terendah berikut persyaratan yaitu 3,146
1 Nilai tertinggi diperoleh unsur pelayanan Biaya/Tarif yaitu 4,000

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui
pelaksanaan SKM ini, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat

digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

fifol ong di perbai ki sarana dan prasarana t ¢
ASudah cukup bai k, maksi mal kan system onl
ATol ong pelayanan ke masyarakat harap d

untuk antrian agar | ebih cepato
T AMesin ADM vyang sudah ada tol ong

mempermudah masyarakat mencetak dokumen kependudukan.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan

sebagai berikut :

1 Layanan registrasi online sudah dilakukan, namun belum optimal, sehingga
masyarakat langsung datang ke lokasi layanan.

1 Petugas layanan belum optimalkan penerapan Service Excellent.
4.2 Rencana Tidak Lanjut

Hasil analisis tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik
maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu,
hasil analisa ini dibuat dan direncakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut

perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat internal.
Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka
pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24
bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan
SKM dituangkan dalam table berikut :

di f ul



Program/ Waktu Penanggung
No | Prioritas Unsur Kegiatan T\IN TI\IN TI\IIIV 'I;\V/V Szl
1 Waktu Peningkatan a a a a |é
Pelayanan sosialisasi
registr ajg
Penambahan a |é
loket dan Mesin
Cetak KTP
2 Pelaku Memberikan a |é
Petugas pelatihan khusus
terkait service
excellent
Pembinaan tepat | a é
waktu pelayanan
3 Sarana é
Prasarana

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat
perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik
diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei
dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan
yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta
melihat kecendrungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara
kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat
kepuasan penerima layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Ambon dapat dilihat melalui grafik berikut :

25

2019

IKM
IKM
25
#5
2020 2021

406

2022

49/

2023

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan
kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2019 hingga 2024 pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.
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BAB V
KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu
periode mulai Januari hingga Juni 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1 Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Ambon, secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan yang
Baik dengan nilai SKM 89.826.

1 Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terrendah dan menjadi prioritas
perbaikan yaitu Sarana dan Prasarana mendapat nilai terendah yaitu 3.147.
Selanjutnya Perilaku pelaksana dan waktu pelayanan memperoleh nilai yaitu
3.146.

1 Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/tarif
mendapatkan nilai tertinggi 4 , selanjutnya Penanganan Pengaduan dan
Persyaratan masing-masing memperoleh nilai 3,800 dan 3,460.

Ambon, Januari 2024

LRifas Kependudukan dan
cataty @R\J Kota Ambon

\\‘7H@nﬁy M’/S ﬂ%mt lahitu,SH.MH
1957%6‘514 199903 2 010



LAMPIRAN

1. Kuisioner

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA AMBON

Tanggal :

HEGENGEEEE

Waktu :

I:'OS.OO— 12.00* D 13.00 — 17.00*

Jenis Layanan yang diterima :

Profil Responden

Jenis Kelamin : D L [I P

Usia : I:l Tahun

Pendidikan

[ ]sD [ ]smp

[[IsMA [ ]s1 []s2 []s3

[ Jens [ ]TNI
|:’ Lainnya : ...

Pckerjaan

|:| Poln |:| Swasta

|:| Wirausaha

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
(Lingkari kode angka sesuai jawaban masyarakat/responden)

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian 6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/
persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. kemampuan petugas dalam pelayanan.
1. Tidak sesuai 1. Tidak kompeten
2. Kurang sesuai 2. Kurang kompeten
3. Sesuai 3. Kompeten
4. Sangat sesuai 4. Sangat kompeten
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang Kkemudahan 7. Bagamana pendapat saudara mengenai perilaku
prosedur pelayanan di unit ini. petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan
1. Tidak mudah keramahan
2. Kurang mudah 1. Tidak sopan dan ramah
3. Mudah 2. Kurang sopan dan ramah
4. Sangat mudah 3. Sopan dan ramah
4. Sangat sopan dan ramah
3. Bagaimana pendapat Sandara tentang kecepatan waktu 8.Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana
dalam memberikan pelayanan. dan prasarana
1. Tidak cepat 1. Buruk
2. Kurang cepal 2. Cukup
3. Cepat 3. Baik
4. Sangat cepat 4. Sangat Baik
4, Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif 9.Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan
dalam pelayanan pengaduan pengguna layanan
1. Sangat mahal 1. Tidak ada
2. Cukup mahal 2. Ada tetapi tidak berfungsi
3. Murah 3. Berlungsi kurang maksimal
4. Gratis 4. Dikclola dengan baik
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk SARAN DAN MASUKAN :
pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan
dengan hasil yang diberikan.
1. Tidak scsuai
2. Kurang sesuai
3. Sesuai
4. Sangat scsuai




2. Hasil Pengolahan Data

PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN

DAN PER UNSUR PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA AMBON

NILAI UNSUR PELAYANAN

U9
1y

us
19

U7z

(€)]

U6

)]

UuSs

@

U4

(©)]

U3

)]

U2

3

Ul

&3]

NO
RESP

@

10
11
12

13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32

33
34
35

36

37

38
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
51

52

53
54

55




56
57

58
59
60
61

62

63
64
65
66
67

68
69
70
71

72

73
74
75
76
77

78
79
80
81

82

83
84
85
86
87

88
89
90
91

92

93
94
95

96
97

98
99
100
101
102

103
104
105
106
107

108
109
110
111
112

113
114
115
116
117

118
119




124 3 3 3 4 4 3 3 4 3
125 3 3 3 4 4 3 3 4 4
126 3 4 3 4 4 3 3 4 4
127 4 4 3 4 4 4 3 4 4
128 3 3 4 4 4 4 3 3 4
129 3 3 4 4 4 4 3 3 4
130 4 3 4 4 4 4 3 3 4
131 4 3 4 4 4 4 3 3 4
132 3 4 4 4 4 4 3 3 4
133 3 4 4 4 4 4 3 3 4
134 3 4 4 4 4 4 3 4 4
135 3 4 3 4 4 4 3 4 4
136 3 4 4 4 4 4 3 4 4
137 3 4 3 4 4 3 3 4 4
138 3 4 4 4 4 3 3 3 4
139 3 4 4 4 3 4 3 3 4
140 3 4 3 4 3 4 3 3 3
141 3 4 3 4 3 4 3 3 3
142 3 4 3 4 3 4 3 3 3
143 4 4 3 4 3 4 3 4 3
144 3 4 4 4 3 4 3 4 3
145 4 4 4 4 3 4 3 4 3
146 4 4 4 4 3 4 3 4 3
147 4 4 4 4 3 4 3 4 3
148 4 4 4 4 3 4 3 4 3
149 4 4 4 4 3 4 3 4 3
150 4 4 4 4 3 4 3 4 3
SNilai
519 538 | 532 600 536 561 519 472 570
/Unsur
NRR /
UnSUr 3,460 | 3,587 | 3,547 | 4,000 | 3,597 | 3,740 | 3,460 | 3,147 | 3,800
NRR *)
tertbg/ 0,384|0,399| 0,394 | 0,444 | 0,400 | 0,416 | 0,384 | 0,350 | 0,422
unsur - 3,593
Hasil Konversi IKM Unit pelayanan 89,826
NILAI RATA-
No. UNSUR PELAYANAN RATA
Keterangan Ul [Persyaratan 3,460
-Uls.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan U2 |[Prosedur 3,587
- NRR = Nilai rata-rata U3 [Waktu pelayanan 3,547
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat U4 |Biaya/tarif 4,000
-%) = Jumlah NRR IKM tertimbang U5 [Produk layanan 3,597
-*%) = Jumlah NRR Tertimbang x 25 U6 |Kompetensi pelaksana 3,740
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi U7 [Perilaku pelaksana 3,460
Jumlah kuesioner yang terisi U8 [Sarana dan Prasarana 3,147
NRR tertimbang = NRR per uns 3 U9 |Penanganan Pengaduan 3,800
per unsur
IKM UNIT PELAYANAN (hasil konversi) : 89,826 = Sangat Baik

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
B (Baik) : 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99




3. Surat Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana SKM

PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

J1. Rijali No.30 Belakang Soya-Kel. Karang Panjang Ambon, email:capil 3576(@gmail.com. Kode Pos 97121

AMBON

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA AMBON
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS KHUSUS BAGI LAYANAN PENYANDANG DISABILITAS

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa dalam peningkatan pelaksanaan pelayanan publik
bagi masyarakat dan pemerataan pelayanan tanpa
diskriminasi khususnya bagi penyandang Disabilitas, maka
diperlukan sumber daya manusia yang profesional yang
mempunyai kepedulian terhadap penyandang cacat ;

b. bahwa sehubungan dengan point a tersebut diatas, maka
perlu ditunjuk petugas yang memenuhi syarat untuk
diangkat dan ditunjuk sebagai petugas khusus bagi layanan
penyandang Disabilitas, sehingga perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Ambon;

Mengingat : a. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013
Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2004
Tentang Kesejahteraan Sosial;

d. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah;

e. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997
Tentang Penyandang Cacat;

f.  Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 3039);

g. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang
Pembentukan Daerah Swantara Tingkat II Dalam wilayah
Daerah Swantarantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara
Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Tahun 1988) Nomor III Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1645);






